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PEDOMAN TRANSLITERASI

A.Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab kedalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia.
Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama
Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku

dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

\ = Tidak ditambahkan o= =dl
- =b L =th
& =t L =dh
& =ts =, = ‘(koma menghadap ke atas)
c A\ ¢ =gn
¢ =h - =1
z =kh 3 =q
) =D g =k
3 =Dz J =1
B =R ¢ =m



o =S 3 =w
o =Sy N =h
e = Sh @ =y

Hamzah (=) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal
kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila
terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (*),

berbalik dengan koma () untuk pengganti lambing “g¢”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis

3T
1

dengan “a”, kasrah dengan “i”’, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-

masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang = A Misalnya J&  menjadi Qala
Vocal (i) Panjang = § Misalnya Ja menjadi Qla
Vocal (u) Panjang = U Misalnya 0 menjadi Dana

CeRd

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “1”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = 5 Misalnya Js&  menjadi Qawlun



Diftong (ay) = < Misalnya 2% menjadi Khayrun
D. Ta’ marbiithah (3)

Ta’ marblthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat,
tetapi apabila Ta’ marbathah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4~ 2l 4l )l maka menjadi
ar-risélat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *

4 des y menjadi fi rahmatillah.
E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” ( J!) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama
arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu

ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.
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ABSTRAK

Lailatul Nikmah, NIM 16210023, 2020. Pandangan Penghulu Terhadap Pasal
32 KUH Perdata Tentang Larangan Pernikahan Dengan Pasangan
Zina (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan Kecamatan
Kepanjen). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen
Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A

Kata Kunci : Penghulu, Pasal 32 KUH Perdata, Zina.

Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan untuk
menjaga keturunan manusia serta mencegah perbuatan zina agar tercipta
ketenangan dan ketentraman bagi individu, keluarga, maupun masyarakat.
Perbuatan zina ialah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang
tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Di dalam Pasal 32 KUH Perdata
menyatakan bahwa seorang dengan keputusan pengadilan tidak boleh melakukan
pernikahan dengan pasangan zina. Sehingga dalam penelitian ini perlu dikaji
rumusan masalah: 1. Bagaimana pendapat penghulu KUA Dau dan KUA Kepanjen
mengenai Pasal 32 KUH Perdata. 2. Bagaimana Pasal 32 KUH Perdata dalam
perspektif 4 Imam Madzhab dan KHI ?

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi ini
mencakup: jenis penelitian empiris atau disebut penelitian hukum sosiologis dengan
pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi di
masyrakat serta permasalahan yang akan membentuk data deskriptif. Adapun bahan
hukum primer didapat secara langsung dari hasil wawancara oleh penghulu KUA
Dau dan KUA Kepanjen, sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari buku,
makalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta data dari lembaga penelitian yang
relevan dengan skripsi ini. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti
mengggunakan metode wawancara dan observasi, kemudian data yang diperoleh
dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini diperoleh sebagai berikut: 1) Pandangan penghulu
KUA Dau dan KUA Kepanjen terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan
pernikahan dengan pasangan zina tidak sesuai apabila diterapkan dalam
pelaksanaan pernikahan karena dalam praktiknya di KUA tidak pernah menolak
sekalipun pasangan yang mendaftar telah berbuat zina. Di KUA menggunakan
pedoman pendapat Imam Madzhab Syafi’i dan Hanafl yang membolehkan. Serta
Pasal 53 KHI yang mebolehkan pernikahan dengan pasangan zina, 2) Pasal 32 KUH
Perdata melarang pernikahan dengan pasangan zina, namun dalam praktiknya di
KUA membolehkan dengan pertimbangan pendapat 4 Imam Madzhab dan Pasal 53
KHI. Oleh karena itu, KUA membolehkan pelaksanaaan pernikahan yang
dilakukan oleh pasangan hamil di luar nikah.

XV



ABSTRACT

Lailatul Nikmah, 16210023, 2020. The Headmen's View Of Article 32 Is A Civil
Law On The Prohibition Of Marriage with A Spouse Of Zina (Study at
the office of Religious Affairs of Dau Subdistrict and Kepanjen Subdistrict).
Thesis. Islamic Family Law Department, Syariah Faculty, Islamic State
University of Maulana Malik lbrahim Malang. Supervisor: Erik sabti
Rahmawati, M. A

Keywords: Penghulu, article 32 of civil, adultery.

Islam ordered his people to perform marriages to safeguard human
descendants and prevent adultery to create peace and tranquility for individuals,
families, and society. Adultery is a deed between a man and a woman not bound by
marriage or marriage. In article 32 The civil Law states that a court ruling must not
commit marriage to an adultery. So in this research need to be examined the
problem: 1. What is the Penghulu KUA Dau and KUA Kepanjen opinion on article
32 of civil law ?. 2. How is Article 32 civil law in perspective 4 Imam Madzhab
and KHI ?

The research methods used to complete this thesis include: type of empirical
research or called Research on sociological law with a qualitative approach, which
is to review the prevailing legal provisions and occur in the society and the problems
that will form the descriptive data. The primary legal material is obtained directly
from the interview by the Penghulu of KUA Dau and KUA Kepanjen, while
secondary legal material obtained from books, papers, journals, results of previous
research, as well as data from research institutes relevant to this thesis. In data
collection techniques, researchers use methods of interviews and observations, then
data obtained and analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of this study were obtained as follows: 1) The view of the the
Penghulu KUA Dau and KUA Kepanjen for the Civil law of section 32 of the
public's prohibition of marriage with an adultery spouse is not suitable when applied
in the implementation of the marriage because in practice at the KUA never refuses
even if the registered spouse has committed adultery. In the KUA, the opinions of
Imam Madzhab Shafi'i and Hanafi are allowed. As well as section 53 KHI, which
allows marriage to adultery, 2) article 32, the Civil law prohibits marriage with
adultery, but in practice at the KUA allows in consideration of the opinion 4 Imam
Madzhab and article 53 KHI. Therefore, the KUA allows the implementation of
marriage conducted by pregnant couples outside of marriage.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menurut kodratnya, manusia diciptakan dan dilengkapi dengan akal
pikiran serta nafsu birahi. Nafsu birahi diantaranya untuk menyalurkan
kebutuhan biologis, dimana penyalurannya tidak boleh melanggar batas aturan
yang telah ditentukan, untuk itu agama Islam mengatur batas-batas yang boleh
dilakukan dengan memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut melalui
jalan yang diridhai-Nya, vyaitu dengan melakukan pernikahan yang sah.

Pernikahan pada mulanya ialah sesuatu yang sakral dimana tujuan pernikahan


http://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan

dalam Islam adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta
dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan
sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan

juga tujuan ibadah lainnya.

Dasar hukum Islam sudah memerintahkan umatnya untuk melakukan
pernikahan sebab dalam pernikahan ada banyak hikmah yang terkandung
didalamnya dan pernikahan adalah fitrah manusia. Manusia telah diciptakan
oleh Allah SWT menjadi makhluk yang berpasang-pasangan, dimana seorang
laki-laki membutuhkan perempuan dan begitupun sebaliknya, perempuan
membutuhkan laki-laki. Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk mencegah
perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi individu, keluarga
dan masyarakat. Tujuan yang lebih utama pernikahan adalah menjaga keturunan
manusia agar terhindar dari keturunan yang rusak, sebab dengan pernikahan
akan jelas nasabnya.

Anjuran untuk menikah terdapat dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 1

yaitu:
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Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan  isterinya; dan dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
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silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi
kamu?,

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman banyak sekali kasus-kasus
yang diluar ajaran Islam contahnya yaitu melakukan perbuatan zina sebelum
adanya akad nikah. Zina sendiri merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh
seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah dan hanya mengikuti hukum
syarak atau bukan pasangan suami istri yang sah serta keduanya tidak termasuk
kedalam persetubuhan meragukan atau adanya kehendak untuk melakukan?. Hal itu
terjadi  karena berbagai alasan seperti awalnya yang tidak berniat untuk
melakukan perbuatan zina namun karena khilaf dan tidak memerhatikan
larangan untuk berduan dan sebagainya, maka akhirnya melakukan perbuatan
yang masuk dalam jerat setan dan terjerumus dalam zina yang diharamkan.

Semua konsekuensi di atas merupakan permasalahan yang harus
ditanggung oleh kedua pasangan pelaku pernikahan wanita hamil akibat zina.
Tentu saja hal tersebut akan membawa dampak psikologis dan tekanan mental
bagi pasangan kawin hamil akibat zina, karena rumah tangga yang mereka
bangun tidak didasarkan ada persiapan yang matang, dan mungkin saja mereka
kaget, semua keinginan dan cita-cita mereka terhambat karena kekhilafan

mereka sendiri.

!Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surat an-Nisa’:1 (Bandung: Hilal,
2010), 77.
2Mareesa, Hukum Menikah Dengan Pasangan Zina, https://dalamislam.com/hukum-

islam/pernikahan/hukum-menikah-dengan-pasangan-zina, diakses tanggal 01 Agustus 2019.
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Dalam hukum Islam adanya pro dan kontra akan hukum pernikahan setelah
melakukan perbuatan zina. Ada yang membolehkan apabila yang bersangkutan
telah bertaubat. Aturan kebolehan dalam nikah hamil dikhawatirkan akan
menyebabkan semakin maraknya praktik perzinaan®. Para laki-laki dan perempuan
yang sedang melakukan penjajagan (berpacaran) dikhawatirkan tidak mampu
menahan gejolak nafsunya, dan karena hamil nikah diperbolehkan, mereka akan
mudah berlindung dari aturan tersebut jika kehamilan terjadi pada pasangan belum
nikah tersebut. Jika hal ini betul-betul dipikirkan oleh kaum muda, kalangan
tersebut merasa bahwa aturan tersebut memberikan kesempatan terhadap maraknya
praktik perzinaan. Terlebih lagi, aturan tentang status anak sah mendukung
terjadinya praktik tersebut. Kaum muda merasa bahwa apa yang mereka telah
lakukan akan dapat terselesaikan oleh kedua aturan tersebut, mereka dapat menikah
dalam keadaan hamil dan melegalkan anak yang lahir dari hubungan yang tidak

sah.

Di Indonesia ada sebuah aturan hukum yang berkaitan dengan hak dan
kewajiban dalam masyarakat yaitu undang-undang hukum perdata atau yang
berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Disalah
satu Pasal dalam KUH Perdata yaitu Pasal 32 yang berbunyi : “seseorang yang
dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak
diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu”. Dalam pasal tersebut jelas

tidak boleh melakukan pernikahan dengan pasangan zinanya. Oleh karena itu,

3Jamhari Makruf dan Tim Lindsey (eds), Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis (Jakarta: Kencana,
2013), 53.



dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pandangan penghulu tentang
pelaksanaan nikah karena hamil di luar nikah yang dilakukan oleh pasangan
zina di KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen. Dipilihnya kedua KUA
tersebut karena banyaknya kasus yang terjadi karena hamil di luar nikah yang
sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2018 bahwa
KUA Dau meminta Dispensasi Nikah sebanyak 13 dan 6 karena hamil di luar nikah,
sedangkan KUA Kepanjen terbanyak kedua dengan 11 Dispensasi Nikah 5

diantaranya karena zina sebab hamil di luar nikah.

B. Rumusan Masalah
a. Bagaimana pendapat penghulu KUA Dau dan Kepanjen terhadap Pasal 32
KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina ?
b. Bagaimana Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan
pasangan zina dalam perspektif 4 Imam Madzhab dan KHI ?
C. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisa pendapat penghulu KUA Dau dan
Kepanjen terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan
dengan pasangan zina.
b. Untuk mengetahui perspektif 4 Imam Madzhab dan KHI terhadap larangan
pernikahan dengan pasangan zina.
D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini kiranya dapat diambil guna dan manfaat antara

lain sebagai berikut :



1. Secara teoritis :

a. Jika dilihat secara teoritik penelitian ini bermanfaat untuk melihat
sejauh mana penerapan pasal 32 KUH Perdata dalam putusan penghulu
pada pasangan zina.

b. Membangun keilmuan, khususnya ilmu yang bersifat terapan mengenai
permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian, dan menjadi
rujukan bagi penelitian mendatang pada objek yang hampir mirip
atau berdekatan.

2. Secara praktis :

a. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H)

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan wacana
bagi penulis dan pada kaum akademik pada umumnya terkait dengan
penikahan dengan pasangan zina.

c. Selain itu dapat menambah wawasan kepada masyarakat sebagai
tambahan ilmu yang bisa dikatakan penting bagi masyarakat untuk

mengurangi pernikahan karena hamil di luar nikah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mempertajam pemahaman terkait dengan
penelitian yang ditulis, maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan

yang mana sebagai berikut:



Bab 1, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Dalam latar
belakang peneliti memaparkan alasan dan sebab memilih judul tentang
“Pandangan Penghulu terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang Larangan
Pernikahan dengan Pasangan Zina”. Kemudian selanjutnya diperoleh rumusan
masalah yang berupa pertanyaan yang terkait dengan judul dan selanjutnya
dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban dari rumusan
masalah. Selanjutnya dari manfaat hasil penelitian dibagi menjadi dua macam
yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis untuk mengetahui pengaruh
penelitian ini dilakukan untuk orang-orang dan keadaan sekitar. Definisi
operasional, pada penelitian ini menjelaskan definisi dari tiap koasa kata penting
pada judul penelitian proposal ini. Sistematika penulisan, pada sub bab ini
menguraikan tentang pemaparan yang dimulai dari pendahuluan sampai

kesimpulan yang akan dibuat.

Bab II, adapun pada bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka
teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu, berisi informasi tentang penelitian
terdahulu yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai
pernikahan dengan pasangan zina, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal
yang sudah diterbitkan maupun hasil skripsi yang telah diterbitkan, baik secara
subtansi maupun metode yang digunakan, dalam penelitian ini ada keterkaitan
dengan permasalahan penelitian sebelumnya untuk menghindari kesamaan
selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keaslian penelitian ini serta

perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, untuk mempermudah



menganalisa persamaan maupun perbedaan tersebut dilengkapi dengan sebuah
tabel. Sedangkan, kerangka teori atau landasan teori digunakan untuk
menganalisis hasil setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan zina, baik dasar hukum,

akibat, dan pandangan dari perbuatan zina tersebut.

Bab I11, berisi mengenai metode penelitian. Dalam metode penelitian ini
terdiri dari: 1) Jenis Penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis
penelitian empiris dimana langsung terjun ke lapangan untuk melihat fenomena
yang terjadi; 2) Penedekatan Penelitian. Disesuaikan dengan jenis penelitian,
rumusan masalah dan tujuan penelitian dan berfungsi untuk menjelaskan
pentingnya penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data
penelitian yang sesuai dengan judul, dipendekatan ini penulis menggunakan
pendekatan kualitatif yang menguraikan data yang berbentuk deskriptif; 3) Lokasi
Penelitian. Untuk menjelaskan dimana peneliti melakukan penelitian dalam hal
ini di KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen; 4) Jenis dan Sumber Data.
Yang digunakan untuk menjelaskan jenis data yang dipakai yaitu data primer
didapat dari hasil wawancara responden yakni penghulu KUA Kecamatan Dau.
Sedangkan, data sekunder didapat dari buku atau literatur, makalah, jurnal, hasil
penelitian terdahulu dan website yang berkaitan dengan pernikahan dengan
pasangan zinanya; 5) Metode Pengumpulan Data. Untuk memperoleh data, urutan
kerja, serta cara pengumpulan data baik secara primer maupun sekunder yang
sesuai dengan pendekatan penelitian; 6) Metode Penentuan Subyek. Digunakan

untuk menentukan subyek yang menjadi jawaban atas penelitian ini; 7) Metode



Pengolahan Data. Untuk menjelaskan langkah yang dilakukan peneliti untuk
mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh sehingga jelas dan mudah

dipahami oleh pembaca.

Bab 1V, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Berisi mengenai
uraian hasil dari penelitian dan analisis data baik secara primer maupun
sekunder. Apabila terdapat perbedaan antara teori data analisis maka akan
menimbulkan sesuatu baru, jika terdapat kesamaan maka itu akan menjadi
penguat. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai profil lokasi penelitian serta

data yang berkaitan dengan penelitian.

Bab V, yaitu penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari pemaparan
yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini bertujuan untuk
memperoleh jawaban secara singkat terhadap rumusan masalah dan diakhiri

dengan saran- saran untuk penelitian lebih lanjut.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini, terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya telah
membahas tentang pernikahan dengan pasangan zina, namun di penelitian ini
peneliti lebih spesifik terhadap analisis pasal 32 KUH Perdata tentang pandangan
penghulu dalam menikahkan pasangan zinanya. Oleh karena itu, untuk
menganalisis persamaan dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya maka
penulis akan memaparkan beberapa penelitian terkait pernikahan dengan

pasangan zinanya yaitu :

10
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1. Peneliti pertama, skripsi yang ditulis oleh Aidatus Silvia, mahasiswa Al-
Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menulis
penelitian yang berjudul “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis
Bagi Anak Hasil Luar Nikah”. Hasil dari penelitian ini adalah: (1)
Penguhulu KUA Mojowarno Kabupaten Jombang berpendapat bahwa
pernikahan menggunakan ayah biologis hukumnya tidak sah karena
ayah biologis itu adalah ayah sedarah, dan ayah tersebut tidak diakui
dalam pernikahan yang sah. Namun, jika ayah biologis menikahi sang
wanita sebelum melahirkan meskipun kurang dari batas minimal
kehamilan, maka sebutannya bukan lagi ayah biologis, tetapi ayah
nasab. (2) Mekanisme penentuan yang dipakai oleh  penghulu KUA
Kecamatan Mojowaru Jombang para calon pengantin datang ke KUA
Kecamatan Mojowarno untuk mendaftarkan diri dengan kedua orang
tuanya,baik itu dengan modin atau tidak. Mereka datang membawa
berkas-berkas sesuai dengan perintah KUA dengan mempertanyakan
hal-hal yang harus dipertanyakan®.

Dalam hal persamaan yaitu menggunakan subjek dan objek yang
sama Yaitu penghulu dan pasangan hamil di luar nikah. Sedangkan, dalam

hal perbedaan penelitian tersebut mengkaji hal keabsahan wali ayah

4Aidatus Silvia, Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno
Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar Nikah, Skripsi
(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 85-86.
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biologis anak diluar nikah. Sedangkan, penulis mengkaji tentang Pasal
32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina.

Peneliti yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Irmayanti Sidang,
mahasiswa Studi Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar yang menulis penelitian yang berjudul “Perkawinan Wanita
Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status pernikahan wanita
hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari hukum Islam. Adapun
hasil dari penelitian tersebut yaitu status hukum pernikahan wanita hamil
akibat zina di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut
ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah boleh melangsungkan pernikahan dengan
laki-laki yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya.
Sedangkan, ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan wanita yang
hamil di luar nikah tidak dapat dinikahi oleh laki-laki yang
menghamilinya.  Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa
pernikahan  wanita hamil tersebut tetap dinilai sah oleh para Imam
Mazhab, dengan syarat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang
dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan wanita hamil yang ditentukan
oleh masing-masing Mazhab. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum
Islam pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina ialah sah bila
yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Menurut

Kompilasi Hukum Islam pasal 99 meyatakan bahwa, status anak yang
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dilahirkan dari pernikahan hamil ialah anak sah apabila yang menikahi
ibunya adalah laki-laki yang menghamilinya®.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan subjek yang
sama yaitu pasangan hamil diluar nikah. Dimana perbedaannya terletak
pada penelitian ini yaitu status pernikahan wanita hamil dan anak dari
persepektif hukum Islam. Sedangkan, penulis menggunakan KUH Perdata
sebagai analisis permasalahan, selain itu juga menggunakan hukum Islam.

3. Peneliti selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Abdul Hadi Siddik,
mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Gunung Djati
Bandung telah menulis penelitian yang berjudul “Pendapat Tokoh Agama
terhadap Perkawinan Wanita Hamil akibat Zina di Desa Margahayu Selatan
Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung”. Dalam penelitian ini,
peneliti mengungkapkan beberapa pendapat dari tokoh agama mengenai
Perkawinan Wanita Hamil akibat Zina di Desa Margahayu Selatan
Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung®.

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas wanita hamil
akibat zina. Sedangkan, perbedaannya yaitu subjek penelitian yang
digunakan disini para tokoh agama dan penulis menggunakan penghulu dan

pembahasan terhadap Pasal 32 KUH Perdata.

SIrmayanti Sidang, Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis
Hukum Islam), Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), 68.

6Abdul Hadi Siddik, Pendapat Tokoh Agama terhadap Perkawinan Wanita Hamil akibat Zina di
Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Skripsi (Bandung: UIN
Sunan Gunung Djati Bandung, 2013), 76.



Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu
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No, | Nama/Judul/ Persamaan Perbedaan
Instansi

1. | Aidatus Silvia/ Menggunakan subjek | Penelitian  tersebut
Pandangan dan objek yang sama | mengkaji hal
Penghulu Kantor | yaitu penghulu dan | keabsahan wali ayah
Urusan  Agama | pasangan hamil | biologis anak diluar
Kecamatan diluar nikah nikah.  Sedangkan,
Mojowarno penulis mengkaji
Jombang terhadap tentang Pasal 32
Keabsahan Wali KUH Perdata tentang
Ayah Biologis larangan pernikahan

Bagi Anak Hasil
Luar Nikah/ UIN
Maulana  Malik
Ibrahim Malang

dengan
zina.

pasangan

2. | Irmayanti Sidang | Menggunakan yang | Pada penelitian ini,
/‘Perkawinan sama yaitu pasangan | peneliti hanya
Wanita Hamil dan | hamil diluar nikah menggunakan
Status Anak yang hukum Islam untuk
Dilahirkan (Studi menganalisis  status
Analisis  Hukum hukum  pernikahan
Islam)/ wanita  hamil
Universitas Islam Sedangkan, penulis
Negeri  Alauddin disini menggunakan
Makassar’ Kitabn Undang-

Undang Perdata dan
pandangan  hukum
Islam.

3. | Abdul Hadi | Sama-sama subjek penelitian
Siddik/’Pendapat | membahas  wanita | yang digunakan
Tokoh Agama | hamil akibat zina. disini para tokoh
terhadap agama dan penulis
Perkawinan menggunakan
Wanita Hamil penghulu dan
akibat Zina di pembahasan

Desa Margahayu
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Selatan terhadap Pasal 32
Kecamatan KUH Perdata.
Margahayu

Kabupaten

Bandung/ UIN
Sunan Gunung
Djati Bandung’

B. Kerangka Teori
1. Perzinaan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian zina

Zina yang dimaksud dalam penelitian ini, sebagaimana telah
dikekemukakan dalam bagian pendahuluan, yaitu segala perbuatan
hubungan seksual atau berpaduanya dua kelamin berbeda yang berkaitan
dengan hasrat seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan,
baik yang dilakukan berawal dari suka sama suka, atau dilakukan dengan
cara pemaksaan.

Islam menutup segala kemungkinan perbuatan haram termasuk
salah satunya zina dan karena itu Islam memerintahkan kaum muslimin
agar menjauhkan diri dari segala godaan setan yang dapat mengantarkan
manusia untuk melakukan zina. Zina berarti hubungan kelamin antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan.
Kata “zina” ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah

menikah atau belum’. Perbuatan zina tidak hanya sebagai perbuatan dosa

’A. Rahman | Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2002), 308.
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besar melainkan juga sebagai perbuatan yang akan memberikan
kesempatan bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang
akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar. Padahal
keluarga harus memberikan manfaat seluas-luasnya pada individu,
masyarakat, baik perilaku, materi, maupun melalui keturunan yang baik
(dzurriyah thoyyibah) atau generasi yang berkualitas®.

Dalam figh zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki
dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, yaitu dengan
memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal

sampai batas hasyafah (kepala zakar)®.

Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, zina ialah “hubungan
seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan
atau belum diikat dalam pernikahan tanpa disertai unsur keraguan dalam

hubungan seksual tersebut™®.

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah
persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang
celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan
dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar)

pada farji, atau yang sejenis hasyafah jika zakar tidak mempunyai

8Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Subdit Bina
Keluarga Sakinah, 2017), 4.

M. Abdul Mujieb, dkk. Kamus Istilah Figh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 443.

®Neng Djubaedah, Pornografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta Timur: Penada
Media, 2003), 145.
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hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan

ereksill,

Ditinjau menurut hukum Islam, larangan melakukan hubungan
seksual antara manusia yang masing-masing tidak terikat dalam
pernikahan dan dilaksanakn dengan alas an suka sama suka termasuk hal
yang dilarang dan tetap merupakan perbuatan zina. Hal itu, dikarenakan
definisi zina ialah meliputi hubungan seksual baik yang terikat dalam

pernikahan atau tidak dalam ikatan orang lain.
b. Hukum zina

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang diharamkan dalam
syari’at Islam, dan masuk dalam jenis dosa besar. Dasar hukum tentang
larangan berbuat zina ada dalam beberapa ayat dan beberapa surat yang
terkandung dalam al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW. Diantaranya

sebagai berikut:

1. Dasar hukum tentang perzinaan dalam al-Qur’an

a. Al-Isra’ ayat 32

P AT - T PN
M 53 Al O™ &) 2 G 11585 Y9

H1Syamsul Huda, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,”
Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 2 (Desember, 2015), 381.
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Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya
zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu

jalan yang buruk”*?.

Dalam Tafsir Qurthubi juz 10 juga dijelaskan tentang

penggunaan lafadz \333\ \ﬁfu '§j “Dan janganlah kamu mendekati

zina”’ini lebih mendalam’daripada kata: ‘5-}55‘25 yang artinya

“janganlah kalian semua berzina”. Tentunya hal-hal yang dapat

menjerumuskan pada zina hukumnya sama, vyaitu haram.

Sedangkan, 7\..-» “suatu jalan” yang artinya zina itu paling

buruknya jalan. Karena dia dapat menjerumuskan ke dalam neraka
dan zina termasuk salah satu dosa besar®.

b. Al-Furgan ayat 68-69

A0 S0 O o ] 412’5/’%°/a’”°”'c
50 ORI A Caslia) (VAYGGT B U5 cfads 549 ¢
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Artinya : “Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang
benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan
demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa

2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surat al-lIsra’: 32, 285.
13Syaikh Imam Al Qurthubi, Al Jami’ li Ahkaam Al Qur’an, terj. Asmuni,(Jakarta: Pustaka Azzam,
2008), 627.
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(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada

hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam

keadaan terhina”!*.

Dalam Tafsir Muyassar jilid 3 menjelaskan bahwa, bagi orang-
orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak memuja selain-Nya,
tidak memohon kecuali kepada-Nya, namun mengesakan Allah
dalam beribadah dan bertauhid, dan tidak membunuh makhluk
yang diharamkan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga alasan:
kafir setelah iman, zina setelah menikah, dan membunuh jiwa yang
dilarang oleh Islam. Mereka menjaga kehormatan diri mereka dari
hubungan seksual kecuali dengan istri istri dan suami suami mereka.
Barangsiapa melakukan salah satu perbuatan dosa besar ini maka
Allah kan membalasnya di akhirat dengan siksaan yang sangat pedih
dan menyakitkan. Pada hari kiamat, Allah akan melipatgandakan
siksaan bagi yang melakukan dosa-dosa besar ini. Siksaan ini akan
berlangsung lama sekali, Allah akan menjadikan mereka rendah dan

hina®®.

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa, perbuatan zina ialah
perbuatan yang sangat keji dan dapat merendahkan derajat, martabat, dan
harkat bagi pelakunya baik dalam keluarga maupun masyarakat. Karena

perbuatan zina sangat berkaitan erat dengan tata susunan dalam

14Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surat al-Furgan : 68-69, 366.
BAidh al-Qarni, Tafsir Muyassar, terj. Tim Qisthi Press, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 169.
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masyarakat, baik dalam bidang pernikahan’dan kewarisan serta

keamanan juga ketertiban.’

2. Dasar hukum tentang perzinaan dalam Hadits Rasulullah SAW.

Dalam Hadits, Nabi juga mengharamkan perbuatan zina seperti
yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘aniu, beliau

Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:

Artinya :“Aku telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wa sallam : Dosa apakah yang paling besar ? Beliau menjawab :
Engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah , padahal Allah
Azza wa Jalla telah menciptakanmu. Aku bertanya lagi : “Kemudian
apa?”Beliau menjawab: Membunuh anakmu karena takut dia akan
makan bersamamu.” Aku bertanya lagi : Kemudian apa ? Beliau
Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab lagi: Kamu berzina dengan
istri tetanggamu’2®.

Sejak dulu sampai sekarang, kaum muslimin sepakat bahwa
melakukan perbuatan zina itu haram.’Imam Ahmad bin Hambal
rahimahumullah’berkata’: “Saya tidak tahu ada dosa yang lebih besar dari

zina (selain) pembunuhan™?’.

®HR al-Bukhari dalam kitab al-Adab, Bab Qatlul-Walad Khasy-yata ayya'kula ma’ahu 10/33 dan
Muslim dalam kitab al-liman 2/80.
YIbnu Qasim, Ar-Raudh Al-Murbi’ (Damaskus: Al-Mathba’ah At-Ta’awuniya) No. 312.
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3. Unsur-unsur dalam perbuatan zina ada dua, yakni:*8
a. Persetubuhan yang diharamkan (éj&r.ij\’;:b 3Y), dan

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum
EEPRIRTIICES)

4. Hukuman bagi pelaku zina

Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan tiga karakteristik

khusus bagi pelaku zina :

a. Hukuman yang keras, yaitu rajam untuk al-Muhshan dan itu adalah
hukuman mati yang paling mengenaskan dan sakitnya menyeluruh
keseluruh badan. Juga cambukan bagi yang belum al-muhshan
merupakan siksaan terhadapi seluruh badan ditambah dengan
pengasingan yang merupakan siksaan batin.

b. Manusia dilarang merasa tidak tega dan kasihan terhadap pezina.
c. Allah memerintahkan pelaksanaan hukuman ini dihadiri sekelompok
kaum mukminin. Ini demi kemaslahatan hukuman dan lebih membuat

jera. Hal ini disampaikan Allah dalam firmanNya surat an-Nur ayat 2:

o3 & B Log aS35T 95 5 alls Bl e a5 3815156 s

Gl g B0 Wgide dg2ds 5 5T a3y iy LS S by

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu
untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman
kepada Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan)

8Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8.
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hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-
orang yang beriman”?®,

Dalam tafsir muyassar jilid 3 pada ayat diatas dijelaskan perempuan
pezina dan laki-lakii pezina yang keduanyai belum pernah
menikah secara sah dengan hukum cambuk dengan cemeti sebanyak
100 kali cambukan. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa setelah
dicambuk, kedua berzina itu diasingkan selama 1 tahun dari kampung
halaman mereka. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian
merasa iba kepada para pezina itu dengan tidak menerapkan hukum
cambuk kepada mereka jika kalian benar-benar beriman terhadap ayat-
ayat Allah dan melaksanakan hukumannya dan hendaknya
pelaksanaan hukum cambuk ini dihadiri oleh orang-orang beriman

untuk menimbulkan efek jera, peringatan, dan sanksi®.

Dalam pelaksanan hukuman zina diperlukan syarat-syarat sebagai

berikut :

a. Pelakunya ialah seorang mukallaf yang sudah baligh dan
berakal (tidak gila).

b. Pelaku melakukan perbuatan zina tanpa ada paksaan.

c. Pelakunya mengetahui bahwa zina itu haram, walaupun belum
tahu hukumannya.

d. Jima’ (hubungan seksual) terjadi pada kemaluan.

®Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surat an-Nur : 2, 350.
2Aidh al-Qarni, Tafsir Muyassar, terj. Tim Qisthi Press, 111.
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Tidak adanya syubhat. Hukuman zina tidak wajib dilakukan
apabila masih ada syubhat seperti menzinahi wanita yang ia
sangka istrinya atau melakukan hubungan seksual karena
pernikahan batili yang dianggap sah atau diperkosa dan

sebagainya.

Ibnu al-Mundzir rahimahullah menyatakan : “Semua para
ulama yang saya hafal ilmu dari mereka telah berijma’ (bersepakat)

bahwa had (hukuman) dihilangkan dengan sebab adanya syubhat™?!

f. Zina itu terbukti dia benar-benar yang melakukan. Pembuktian ini
dilakukan dengan dua perkara yang telah disepakati oleh para

ulama yaitu:

1. Pengakuan dari pelaku zina yang mukalllaf dan jelas dan tidak
mencabut pengakuannya sampai hukuman tersebut akan

dilaksanakan.
2. Persaksian empat saksi yang melihat langsung kejadian.

2. Perzinaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH

Perdata)

Ketentuan praktik perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia belum efektif dalam mengatasi masalah perzinaan di dalam kehidupan

masyarakat. Hal itu dapat diketahui dari maraknya kasus perzinaan yang terjadi.

21Sholih bin Fauzan Al Fauzan, Al Mulakhos Fighiy (Mesir: Dar Alamiyyah, 2015), 530-531.
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Pergeseran nilai kesusilaan dalam kehidupan masyarakat tertentupun telah terjadi,
yang dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan
tidak tercermin rasa bersalah.

Namun, bagi penduduk di seluruh Indonesia sampai saat ini pengaturan
hukum pekawinan sangat beragam. Di satu sisi berlaku KUH Perdata (BW), di
sisi lain berlaku pula UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala
peraturan dan pelaksanaannya, hukum Islam termasuk Kompilasi Hukum Islam
dan juga hukum adat?2.

Menurut KUH Perdata dapat diketahui perkawinan merupakan hubungan
hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam
hal ini yang dimaksud adalah antara seorang laki-laki dan perempuan).
Hubungan tersebut didasarkan pada diantara mereka dengan adanya tujuan
tersebut mereka menjadi terikat. Persetujuan yang dimaksud di sini bukanlah
persetujuan yang terdapat dalam buku Il KUHPdt/BW, walaupun antara
persetujuan dalam perkawinan dan persetujuan umumnya terdapat unsur yang
sama yaitu adanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi ada perbedaan yaitu dalam

hal bentuk dan isi.

Di dalam KUH Perdata, syarat untuk melangsungkan pernikahan dibedakan
menjadi dua, yakni hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Dalam

hukum perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap

22Zaeni Asyhadie, Hukum Perdataan (dalam Persepektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW),
Hukum Islam dan Hukum Adat) (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 133.

23Zaeni Asyhadie, Hukum Perdataan (dalam Persepektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW),
Huku Islam dan Hukum Adat), 135.
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subjek hukum. Sedangkan, hukum perdata formil mengatur bagaimana cara
seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Hukum
perdata Indonesia yang dimaksud adalah hukum perdata yang berlaku di
Indonesia, yaitu hukum perdata barat yang berinduk pada Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUH Per), yang dalam bahasa aslinya disebut Burgerlijk
Wetboek (BW)?,

Di dalam syarat materiil dibagi lagi menjadi dua, yaitu : mutlak dan relatif.
Untuk larangan nikah karena zina terdapat di syarat materiil relatif yakni
ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk nikah dengan orang
tertentu?®. Menurut Pasal 32 KUH Perdata menyatakan bahwa, “seseorang yang
dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak
diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu”. Maksud pasal tersebut
adalah berupa larangan, jangan sampai terjadi hubungan asusila, contoh
hubungan di luar nikah antara laki-laki dan permpuan yang belum sah,
antara laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang sudah bersuami,
atau hubungan antara perempuan yang belum bersuami dengan laki-laki yang
sudah beristri.

Di dalam hukum perdata mengenal istilah, Overspel adalah persetubuhan
yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang telah menikah atau
belum tetapi tidak diikat oleh pernikahan yang sah. Adapun persetubuhan

dimaksud adalah perpaduan antara dua kemaluan laki-laki dan perempuan

24Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 7.
%Galim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 63.
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yang biasa dijalankan untuk mendapatkan keturunan, jadi anggota kemaluan laki-
laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga
mengeluarkan mani.

Menurut ketentuan Pasal 32 KUH Perdata, bahwa mereka yang melakukan
overspel berdasarkan putusan hakim, dilarang untuk mengadakan pernikahan,
Dengan demikian, kalau terjadi hal-hal diatas apakah mereka telah melakukan
zina harus ada keputusan hakim, sehingga diantara pihak-pihak yang telah
melakukan zina dilarang untuk melaksanakan pernikahan.

Pengertian zina yang dimaksud disini merujuk pada pasal 284 KUH Pidana
dimana perzinaan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria
dengan seorang wanita yang kedua atau salah satunya telah menikah. Sehingga
apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan keduanya tidak
diikat oleh pernikahan dengan orang lain maka bukan disebut perzinaan.

Namun, batasan yang diberikan KUH Pidana dirasa sangat sempit. Hal ini
dimaklumi karena KUH Pidana merupakan produk kolonial Belanda yang
mempunyai pandangan berbeda dengan pandangan masyarakat dalam
memandang perbuatan zina. Menurut pembentuk Undang-Undang, perzinaan
hanya bisa terjadi karena pelanggaran kesetiaan pernikahan. Padahal menurut
pandangan masyarakat Indonesia umumnya, perbuatan zina bisa terjadi apabila

ada persetubuhan antara seorang pria dan seorang wanita tanpa adanya ikatan

%Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2008),
126.
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pernikahan yang sah. Pengertian ini lebih luas daripada pengertian overspel dalam
KUH Pidana.

Menurut Sahetapy, perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti
persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau istri di luar lembaga
perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita dimana
keduanya belum menikah, meskipun sudah bertunangan. Sah disini harus
ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Jadi menurut KUH
Pidana, seseorang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar
perkawinan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dapat dipidana,

kecuali terbukti adanya perzinahan.

Pernikahan Pasangan Zina (Nikah Hamil) Menurut Hukum Islam

a. Pengertian pernikahan pasangan zina (nikah hamil)

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan
merupakan hal yang masuk dalam perbuatan zina dalam Islam. Larangan zina
dalam Islam sangatlah jelas. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang
seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi
maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil di
luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi

melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan
bahwa, hubungan luar nikah (kawin) ialah hubungan antara laki-laki dan

perempuan sebagaimana layaknya suami istri tanpa dilandasi dengan ikatan


https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/zina-dalam-islam
https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/zina-dalam-islam

28

pernikahan?’. Hubungan itu terjadi karena tidak adanya taali pernikahan, tidak ada
persyaratan yang harus dipenuhi seperti dalam melakukan pernikahan maupun

hak dan kewajiban yang jelas diantara mereka.

Sedangkan, menurut Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA menyatakan
bahwa, nikah hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah
baik dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki

bukan yang menghamilinya®,

b. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah
Adanya kenyataan dalam masyarakat mengenai hubungan di luar nikah
tentu tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong terjadinya itu,
diantaranya?®:
1. Cinta
Cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak
mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah. Demi cinta, mereka rela
memberikan apa saja yang dimiliki oleh dirinya masing-masing sebagai
wujud cinta yang utuh. Selanjutnya, karena masalah cinta yang sudah
begitu melekat dan maunya selalu dekat serta tidak ingin berpisah lagi, lalu
mereka mengambil jalan pintas melakukan hidup bersama tanpa adanya

ikatan pernikahan.

2'Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah (Jakarta: Djambatan, 1998), 72.
2Abd. Rahman Ghazaly, Figih Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 184.
2Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, 74-76.
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Cinta memang dapat berwujud syahwat dalam berapa keadaan
tertentu. Ketika syahwat menguasai manusia, maka manusia egois, akan
memandang cinta sekedar alat penyalur nafsu diri mereka. Namun, ketika
manusia memiliki rasa cinta dalam kondisi yang baik, akan menjadikan
sepasang kekasih tetap setia pada pasangannya, dan inilah yang disebut
dengan cinta sejati*°.

Mau sama mau

Dalam faktor ini sepasang manusia yang berlawanan jenis itu hanya
saling tertarik saja bukan karena cinta. Mereka mau melakukan hubungan
di luar nikah bisa terjadi karena tertarik dengan ketampanannya,
kecantikannya, atau badannya yang bagus. Hubungan tersebut biasanya
hanya dilakukan sekali atau sesekali, bentuknya berupa hubungan seks
tidak sampai melakukan hidup bersama karena dasarnya bukan dilandasi
oleh cinta yang tulus®L.

Penyaluran tuntutan biologis

Faktor lain yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah
adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini sering terjadi di
kalangan remaja, karena tuntutan pada dirinya untuk berhubungan dengan
lawan jenisnya. Apabila tumtutan itu tidak dapat diatasi dengan meredam
keinginannya, maka yang terjadi yang bersangkutan melakukan

penyaluran dengan melakukan hubungan badan dengan orang lain. Wanita

%Fathi Muhammad Ath-Thahir, Petunjuk Kebahagian dalam Pernikahan (Jakarta: Amzah, 2005),

4

$1Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, 74.
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yang kehilangan keperawanannya sebelum menikah dianggap kurang
terhormat, karena masyarakat memandang masalah keperawanan
merupakan kesucian dari seorang gadis.
4. Mencari Kepuasan

Kemudian mencari kepuasan juga merupakan faktor yang
mendorong terjadinya hubungan di luar nikah. Dalam faktor ini pada
umumnya berlatar belakang dari nafsu yang tidak dapat dikendalikan oleh
diri sendiri. Islam telah menentukan cara penyaluran nafsu syahwat
secara baik dalam lembaga pernikahan, apabila penyaluran nafsu syahwat
tidak sesuai dengan cara Islam, perbuatan itu disebut zina dan dilarang
secara tegas oleh Islam®,

5. Ekonomi

Adanya kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan, kemampuan
atau ketrampilan tidak mendukung sedangkan orang setiap hari
memerlukan biaya untuk hidup. Karena tekanan ekonomi dan
menginginkan kehidupan yang lebih baik, ada sebagian warga atau
masyarakat yang mau melakukan hubungan luar nikah demi mendapatkan
uang. Selain itu, faktor ekonomi yang kurang memenuhi kebutuhan hidup,
orang rela hidup bersama tanpa nikah. Mereka bukannya tidak mau
melakukan pernikahan, tetapi tidak mempunyai biaya untuk kepentingan

tersebut.

2Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh (Jakarta: Kencana, 2003),74.
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6. Paksaan

Semua faktor yang ada d atas terjadi karena masing-masing pihak
mempunyai keinginan untuk melakukan perbuatan dengan lawan jenisnya.
Berbeda halnya dengan faktor yang terakhir ini dimana salah satu pihak
tidak menginginkan sama sekali untuk melakukan hubungan di luar nikah.
Hubungan tersebut dapat terjadi karena ada paksaan dari pihak lawannya.
Dalam faktor ini belum pernah ditemukan pasangan yang hidup bersama
tanpa nikah karena paksaan, kalaupun terjadi paksaan mereka tidak dapat

berlangsung lama.

c. Hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah

Nikah hamil merupakan pernikahan yang diawali dengan suatu sebab
perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan yang sah.
Terdapat beberapa pendapat dari para ulama mazhab mengenai hukum dari
permasalahan nikah hamil. Diantara pendapat tersebut lebih kepada dua
pendapat yang intinya adalah pendapat yang membolehkan dan ada pula yang
tidak membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina. Pendapat hukum
mengenai nikah hamil pun tak lepas dari hukum ‘iddah bagi wanita hamil di
luar nikah. Ada beberapa pendapat ulama mengenai hal tersebut diantaranya
sebagai berikut :

1. Ulama Syafi’iah
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Ulama Syafi’iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil
akibat zina,baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun
bukan yang menghamilinya. Alasanya karena wanita hamil akibat zina
tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi.
Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya
sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia
dalam keadaan hamil.

2. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar
nikah akibat zina tidak diwajibkan baginya masa ‘iddah, karena iddah
bertujuan untuk menjaga nasab sedangkan perbuatan zina tidak
menyebabkan nasab dengan laki-laki yamg menghamilinya. Sehingga
boleh untuk menikahi wanita hamil di luar karena zina tanpa harus
menunggu masa iddah®3. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak
termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 24:
01 & imdl 435 sy 1155 U (80 £ S B Bkis 545

LGS ke O 4!

333ayid Sabiqg, Figh Sunnah (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983) Juz 111, 229.
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Artinya : “Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-
perempuanyang telah bersuami, kecuali perempuan yang
menjadi budak kalian. (Iniadalah) ketetapan dari Allah atas
kalian. Dan dihalalkan bagi kalianperempuan-perempuan
selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikanharta
kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka
karenakalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada
mereka, dan hal itu adalahkewajiban kalian. Dan tidak
mengapa apabila kalian telah saling rela sesudahterjadinya
kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan
mahabijaksana.3*”

3. Ulama Malikiah

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah
menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki
yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Sehingga
wanita yang hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang
dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian dia bisa melasungkan

akad pernikahan.

Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi
wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan
yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya.
Kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut® : pertama, telah
habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan
kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka

akad’ nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surat an-Nisa’: 24, 82.
$Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu 7 (Depok: Gema Insani, 2011), 146.
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Di Indonesia ketentuan masalah nikah hamil di luar nikah memang
tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
namun diatur secara khusus dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Adapun Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan
pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah. Meskipun demikian ada aturan
khusus yang harus dipenuhi dalam pernikahn tersebut, diantaranya :

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria
yang menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.%®

Dari pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang wanita hamil di
luar nikah dapat menikah dengan pria yang menghamili ataupun dengan laki-
laki lain tanpa menunggu kelahiran anaknya. Setelah pernikahan dilakukan
wanita tersebut pun tidak perlu melakukan pernikahan ulang setelah anak yang

dikandung lahir.

Hal di atas bisa terjadi karena dalam syarat-syarat perkawinan tidak
dicantumkan keterangan dalam kondisi hamil atau tidak. Walaupun sudah jelas
bahwa si wanita hamil, akan tetapi tidak ada prosedur yang memeriksa apakah

pria tersebut benar-benar pria yang menghamili si wanita.

%Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan kata lain adalah
jenis penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan,
yakni mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi
dalam kehidupan di masyarakat.®’

Penelitian ini dilaksanakan secara empiris, karena ingin mengetahui dan
menganalisis Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Dau dan Kecamtan

Kepanjen terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan

$’Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.
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pasangan zina. Data dan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan, kemudian
dipaparkan dan dianalisis untuk menemukan jawaban yang pada akhirnya untuk

menyelesaikan masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Di penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan
menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam proses penelitiannya
menggunakan metode yang menjelaskan fenomena beserta permasalahan yang
akan membentuk data deskriptif. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat

realitas yang terbangun secara sosial di masyarakat.®

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Dau dan
Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Alasan dipilihnya KUA Kecamatan
Dau dan Kecamatan Kepanjen ini yaitu berada di wilayah Kabupaten Malang
yang merupakan salah satu wilayah terbanyak terjadinya hamil diluar nikah di
Indonesia. Sesuai perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
tahun 2018 di wilayah KUA Kecamatan Dau merupakan terbanyak meminta
permohonan Dispensasi Nikah sebanyak 13 dan 6 diantaranya karena hamil diluar
nikah dan terbanyak kedu KUA Kecamatan Kepanjen sebanyak 11 dan 5

diantaranya karena hamil diluar nikah.

38Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya llmiah, (Jakarta:
Kencana, 2011), 34.
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D. Metode Penentuan Subyek

Menurut Ismiyanto populasi adalah totalitas atau seluruh subjek penelitian
bisa berupa benda, orang atau hal lain yang di dalamnya bisa dijadikan informasi
penting berupa data penelitian.®

Sedangkan sampel ialah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.*°
Pengambilan sampel pada hasil penelitian ini dilaksanakan dengan cara purposive
sampling yaitu penarikan sampel dilaksanakan dengan cara mengambil subyek
yang didasarkan pada tujuan yang telah direncanakan.** Sampel dalam penelitian
ini adalah bagian unit yang berwenang menikahkan kedua mempelai di KUA
Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen.

Penentuan sampel dengan cara purposive sampling adalah untuk
memudahan peneliti dengan langsung mencari data dan wawancara kepada pihak
yang kompeten dan sudah menjadi tugasnya sehari-hari. Sampel yang dipilih
berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian.*?

Informan ialah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh
peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian
ini adalah penghulu KUA Kecamatan Dau dan KUA Kecamatan Kepanjen yang
bernama :

Tabel 3.1

Nama informan

3https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/06/7-pengertian-populasi-menurut-para-ahli-
lengkap.html

40Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 19.
“1Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, 38.

42Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 91.


https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/06/7-pengertian-populasi-menurut-para-ahli-lengkap.html
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/06/7-pengertian-populasi-menurut-para-ahli-lengkap.html
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No. Nama Jabatan NIP
1 Ahmad | Kepala dan
mad Imam | b ohulu KUA | 197510202005011003
Muttaqin,
MA Kecamatan Dau
A9 Malang
2. Kepala dan
e Penghulu KUA | 196608092002121001
Mohammad Kecamatan
Shodiq Kepanjen,
Malang

E. Jenis dan Sumber Data
Berdasarkan jenis dan sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua
yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di
lapangan oleh peneliti dari informan di lokasi penelitian. Adapun bahan
huku primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
hasil wawancara oleh penghulu KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan
Kepanjen terhadap pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan
dengan pasangan zina.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan pendukung data primer yang berasal
dari buku atau literatur, makalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan
website yang berkaitan dengan pernikahan dengan pasangan zina, serta
data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan KUA Kecamatan Dau

dan Kecamatan Kepanjen.
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F. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas
dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya
sebagai berikut:
a. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui:

1. Wawancara langsung dengan pihak informan dalam hal ini penghulu
KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen. Teknik wawancara
yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara semi terstruktur dan
terbuka, dimana peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan
wawancara tersebut, hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang
diinginkan mengenai masalah yang diteliti dengan merumuskan
beberapa pertanyaan yang telah disepakati.

2. Observasi. Sesuai dengan tema penelitian yang diambil, peneliti akan
melakukan observasi langsung ke lapangan yaitu di KUA Kecamatan
Dau dan Kecamatan Kepanjen. Adapun observasi yang dilakukan adalah
observasi partisipasi yang merupakan model observasi/pengamatan
terlibat, dimana peneliti berusaha menyesuaikan dengan  situasi
lapangan.

b. Teknik pengumpulan data sekunder didapat melalui data tertulis dengan
melakukan pencarian kepustakaan, informasi, dan mempelajari berbagai
buku atau literatur, makalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan website

yang berkaitan dengan pernikahan dengan pasangan zinanya.
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G. Metode Pengolahan Data
1. Pemeriksaan data (editing)

Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara dengan hasil rekaman
wawancara, kemudian catatan tersebut dilengkapi sesuai dengan yang ada
di rekaman. Lalu jika dirasa sudah cukup, hasil akhir data yang sudah
diedit dituliskan di dalam penelitian. Fokus penelitian ini pandangan
penghulu KUA Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen terhadap pasal
32 KUH Perdata mengenai larangan menikah dengan pasangan zina.

2. Klasifikasi data (classifying)

Pada penelitian ini proses Kklasifikasi dilakukan dengan
mengelompokkan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan
subyek penelitian. Jawaban yang serupa dikelompokkan menjadi satu
dengan sangat teliti dan teratur. Seluruh data yang diperoleh ditelaah
kembali kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

3. Verifikasi data (verifying)

Pada proses ini merupakan pengecekan kebenaran data dan hasil
penelitian yang berupa wawancara. Data atau bahan dicek kebenarannya,
siapa penulisnya, tahun ditulis untuk dilihat kemutakhirannya. Sedangkan
hasil wawancara dicek ulang melalui rekaman, dan selanjutnya ditulis

dalam penelitian.
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4. Analisis data (analyzing)

Inti dari analisis data, baik dalam penelitian kualitatif maupun
kuantitatif adalah mengurangi dan mengolah data mentah menjadi data
yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam
suatu prespekstif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang
baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama dan tidak bisa atau
menimbulkan prespektif yang berbeda-beda.** Analisis data yang
didapatkan dari hasil wawancara, observasi di lapangan, maupun data dari
studi kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang
sebenarnya dan apa yang terjadi di dalamnya.

Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat
deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan
untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola
dan problematika.** Peneliti memaparkan data yang telah didapat dari
penelitian di lapangan melalui wawancara, observasi di lapangan dan
studi kepustakaan  sehingga dapat dijadikan  pedoman dalam
menyelesaikan masalah.

5. Kesimpulan (concluding)
Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan

menemukan kesimpulan yang berkaitan dengan pandangan penghulu

43Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta : Salemba Humaika, 2010), 158.
4Endang Poerwanti, Dimensi-Dimensi Riset lImiah (Malang: UMM Press, 1998), 26.
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Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen
terhadap pasal 32 KUH Perdata tentang larangan nikah dengan pasangan

zina.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau
a. Letak geografis
Kecamatan Dau merupakan wilayah yang letaknya di Barat Daya,
berdekatan dengan Kecamatan Karangploso dan Kecamatan
Lowokwaru, Sukun Kota Malang, Wagir Kabupaten Malang, Junrejo
Kota Batu, sehingga tata kehidupan masyarakat Dau Heterogen dan

memerlukan perhatian yang serius.

42
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Kecamatan Dau ditinjau dari letak geografisnya termasuk dataran
tinggi, kawasan pertanian, perkebunan dan bukit-bukit merupakan
kawasan pegunungan. Adapun luasnya Kecamatan Dau : 5.602.671 Ha,
yang batas wilayahnya sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan
dengan Kecamatan Karangploso, Sebelah Timur berbatasan dengan
Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun Kota Malang, Sebelah
Selatanberbatasan dengan Kecamatan Wagir,Sebelah barat berbatasan
dengan Kecamatan Junrejo Kota Batu®.

Sedangkan letak KUA Dau berada di jalan raya Sengkaling no. 66

Dau, Kabupaten Malang, Telp. 0341-462147, kode pos : 65151.

b. Visi dan Misi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau yang merupakan wajah
terdepan  dan  ujung tombak Kementerian Agama dalam
menyelenggarakan kegiatan operasionalnya berlandaskan pada KMA
nomor 18 Tahun 1976 dan tri program inti Kementerian Agama.
Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima & Optimal dalam Pengembangan

Ibadah Sosial

Misi : -  Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

- Meningkatkan Kebutuhan Sarana & Prasarana

4SDokumen Profil KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2018, 5.
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- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Bidang Kepenghuluan,
Wakaf, Haji & Umroh

- Adanya Kerjasama Yang Baik Antar Sektor & Lintas Sektoral

c. Struktur personalia KUA Dau

KEPALA KUA :
Akhmad Imam Muttagin, M.Ag

KSF. KETATA USAHAAN & KSF. KETATA USAHAAN &
KERUMAH TANGGAAN : KERUMAH TANGGAAN :
Dyah Purwati Zahri, S.Ag Akhmad Zaeni
KEAMANAN : KEBERSIHAN :
Muriadi Rina Nur Anggraini

d. Tugas dan fungsi KUA

1. Tugas Pokok ( Tupok)

Sebagaimana tertuang dalam KMA nomor 18 tahun 1975
pasal 729 , tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan
sebagian tugas Kementerian agama di bidang urusan agama Islam

dalam wilayah kecamatan.



2. Fungsi Kantor Urusan Agama

Disamping memiliki tugas pokok seperti tersebut,

45

Kantor

Urusan Agama juga memiliki fungsi sebagaimana psl.730 KMA

18/1975 :

v Menyelenggarakan dokumentasi dan stastistik

v Menyelenggarakan surat menyurat, arsip dinamis dan rumah

tangga kantor

v" Melaksanakan pencatan nikah dan rujuk

v" Membina kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

Adapun program kerja Kantor Urusan Agama Dau sebagai berikut*® :

1. Pelaksanaan nikah dan rujuk

Dalam tahun anggaran tahun 2018 di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Dau terjadi peristiwa nikah dan rujuk sebagai berikut:

Pelaksanaan Nikah 497 pasang, sedangkan pelaksanaan rujuk nihil.

2. Penanganan wakaf, lembaga keagamaan dan rumah ibadah

Dalam menyelamatkan harta milik umat

islam di

Kecamatan Dau, maka pencatatan tanah wakaf masih efektif dan

benar-benar akurat mudah cepat dengan menggunakan SIWAK.

Secara riil dapat diketahui pada direktori tanah wakaf yang sudah

sertifikah periode 2018.

46Dokumen Profil KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2018, 10-11.
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3. Pembinaan Pra nikah bagi calon pengantin

Kepala Kantor Urusan Agama juga memperoleh tugas
sebagai Ketua BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan
Pelestarian Perkawinan ) dalam upaya untuk dapat terwujudnya
keluarga sakinah, bahagia dan sejahtera yang senantiasa mendapat
Ridlo Allah SWT, bagi calon mempelai maupun bagi mereka yang

telah melaksanakan pernikahan ke KUA juga mengadakan:

v" Penasehatan Pra Nikah

Dengan memanfaatkan tenggang waktu 10 hari Kkerja
sebelum pelaksanaan akad nikah kedua calon mempelai
diberikan penasehatan tentang niat, maksud dan tujuan
perkawinan. Termasuk pentingnya pendidikan agama dalam

keluarga.

v" Memberikan Bimbingan Perkawinan

Setelah calon mempelai resmi menjadi suami istri dan
keluarga yang mendapatkan cobaan atau kegagalan dalam

berumah tangga.

v Penasehatan Pra Gugatan Cerai/Permohonan Talak

Dalam kehidupan berumah tangga, perselisihan senantiasa
terjadi, walaupun azas Undang — undang No. 1 tahun 1974

mempersulit perceraian, oleh karena itu upaya memberikan
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nasehat dan pengharaman bagi keluarga yang menghadapi
masalah selalu dilakukan namun hal ini masih mengalami
kendala, karena kebanyakan mereka langsung menghadap

kepengadilan agama.

4. Bimbingan dan Pembinaan Jamaah Haji

Kegiatan Bimbingan Manasik Haji bagi calon jama’ah haji
tahun 1434 H bekerja sama dengan calon jamaah haji se-
Kecamatan Dau. Peserta bimbingan manasik haji dari Kecamatan

Dau berjumlah 88 orang jamaah.

e. Tugas kepala KUA/Penghulu

6.

7.

1 (satu ) orang kepala KUA/PPN, Tugasnya antara lain :
Penanggung jawab seluruh kegiatan kantor

Bersama Staf pembantu, menyusun POK

Merencanakan program kerja dan Supervisor tugas karyawan
Menghadiri / mengawasi pelaksanaan akad nikah

Sebagai Wali Hakim dan PPAIW Kecamatan Dau

Melayani Konsultasi Haji dan sosialisasi hasil hisab ru’yat

Melayani keperiuan instansi sektoral dan lintas sektoral.

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen

a. Letak geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen merupakan satu

diantara 33 KUA yang ada di wilayah Kabupaten Malang dengan
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luas wilayah 162,42 km?. Alamat : JI. Sultan Agung No. 76 Kepanjen
Telp. (0341) 395267 Malang
Kondisi geografi KUA Kecamatan Kepanjen dapat dijelaskan
sebagai berikut:
v Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji
v Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ngajum dan
Kromengan
v’ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagak
v’ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gondanglegi
b. Visi dan Misi
Visi KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
Kantor urusa Agama kecamatan Kepanjen dalam pelayanan

masyarakat di  bidang wurusan Agama Islam.  Berusaha
mengembangkannya melalui visi yang tercantum dalam Sapta yang
berisi*’ :

- Terencana dalam program kegiatan

- Terdepan dalam pelayanan administrasi

- Tercepat dalam pelayanan masyarakat

- Terakurat dala penyajian data

- Termurah dala biaya

- Terapi dalam pekerjaan

- Tersolid dalam koordinasi

4’Dokumen Profil KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016, 3.
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Misi KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang :

Mengedepankan pelayanan masyarakat dalam bidang urusan
Agama Islam dengan meyelesaikan administrasi tertib, tepat dan
akurat serta mengedepankan pola kehidupan beragama paripurna
dalam setiap kehidupan.

c. Struktur personalia KUA Kepanjen

KEPALA
Drs. Mohamad Shodiq
| ]
| | PENYULUH
Pengawas PAIS Pengawas AGAMA
Madragal 1. Syaifudin
Ma’arif
2. Mahfud
Hasan
! \ \ 3. Muslih Hasan
Sukuan/Bendaha Pengadminitrasi Staff Pelaksana || 4 Umar
ra Abdul Ahmad Atho’ maksum
Windangreini Rochim,S.HlI Lukman Hakim, 5. Ato’ul_
S.Ada.M.Sc Mursyid
6. Siswanto
) Trimulyono
@J@% 7. Wijaya
Rokhim 8. Muhammad
Andika
9. Yohanes

d. Tugas dan fungsi KUA
1. Tugas Pokok KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001

tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka
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tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas
Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam
dalam wilayah Kecamatan.
2. Fungsi KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas maka Kantor
Urusan Agama melaksanakan fungsi“®:
v" Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
v Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan,
pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
v" Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina
masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan
dan pengembangan keluarga sakinah. sesuai dengan kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
v" Melaksanakan Rukyatul hilal bersama dengan KUA Kecamatan
lain yang berdampingan
Adapun program kerja KUA Kepanjen sebagai berikut :
v Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Kantor
v Meningkatkan profesionalisme personil KUA
v Meningkatkan tertib administrasi

v Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan

48Dokumen Profil KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016, 4.
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v" Meningkatkan pelayanan BP4 dan keluarga sakinah

v" Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infaq, sodagoh
dan ibadah sosial

v" Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji

v Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan hisab ru’yah

v Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal

v" Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral

e. Tugas kepala KUA/Penghulu
Tugas Pokok Penghulu berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Nagara Nomor PER/M.PAN/6/2005 Tentang
Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya dalam BAB |1 pasal
4 Tugas Pokok Penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan
kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan
pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk,
pemantaunan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa
hukum munakahat, dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga
sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan

pengembangan kepenghuluan.
Berkaitan dengan bidang kepenghuluan sesuai tupoksi di atas,
selama ini dari mulai proses pendaftaran dan pencatatan nikah dan

rujuk di Kecamatan Kepanjen berjalan dengan lancar.
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Dalam pelayanan peristiwa nikah KUA Kecamatan Kepanjen
bertumpu pada seorang Kepala KUA yang merangkap sebagai
PPN/Penghulu dan dibantu oleh 18 orang P3N sehingga proses
penjelasan tentang prosedur pendaftaran dan pencatatan nikah sudah
diawali oleh P3N di desa-desa. Faktor penunjang lainnya dalam proses
pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah, dalam pelaksanaan kursus
calon pengantin KUA berkoordinasi dengan KUA yang berdampingan

untuk menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)*°.

B. Pendapat penghulu KUA Dau dan Kepanjen terhadap Pasal 32 KUH
Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina
Menikah sesungguhnya ialah suatu yang bisa dilakukan oleh seorang
laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Hal ini terbukti dengan
adanya aturan dalam Undang-Undang yang membolehkan seorang menikah
ketika dia sudah mampu mengemban tanggung jawabnya dengan baik.
Sebuah fenomena yang berbeda ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh
remaja yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan
persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan
Undang-Undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya
dinamakan akibat perzinaan.
Terjadinya kasus hamil di luar nikah, selain karena adanya pergaulan

bebas, nafsu yang tidak bisa dikontrol, juga karena lemahnya iman pada

49Dokumen Profil KUA Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2016, 11.
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masing-masing pihak. Oleh karena itu, untuk mengatasi perbuatan yang
terlarang tersebut, pendidikan agama yang mendalam harus dijalankan dan
kesadaran hukum sangat diperlukan bagi setiap masing-masing individu.
Dalam kesempatan wawancara peneliti menanyakan kasus perzinaan
akibat hamil di luar nikah yang terjadi di KUA Dau dan KUA Kepanjen.
Bapak Ahmad Imam Muttaqgin, 44 tahun, selaku kepala (penghulu)
KUA Dau berpendapat bahwa :

“Di KUA memang banyak mbak terjadi kasus nikah hamil, tapi

disini kasus nikah hamil itu redaksinya bukan karena zina melainkan

karena belum cukup umur”.>°

Mengenai jawaban yang diutarakan oleh informan dapat diketahui
bahwa kasus nikah hamil banyak terjadi, namun pasangan yang mendatangi
KUA tidak langsung mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan
perbuatan zina melainkan membawa dispensasi nikah karena belum cukup
umur.

Pernyataan yang sama pula diutarakan oleh Bapak Mohammad Shodiq,
53 tahun, selaku kepala (penghulu) KUA Kepanjen yaitu :

“Selama saya jadi penghulu disini nak, banyak kasus pernikahan
yang disebabkan perempuannya hamil duluan .t

Terkait istilah nikah hamil dapat diartikan dengan suatu pernikahan
yang saat ijab gabul, pengantin wanita sudah hamil terlebih dahulu. Hal

tersebut merupakan salah satu dampak yang diakibatkan dari kemajuan

Ahmad Imam Muttagin, wawancara (Dau, 17 Desember 2019)
*IMohammad Shodig, wawancara (Kepanjen, 14 Januari 2020)
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zaman yang disalah gunakan dalam hal negatif serta moral generasi
sekarang yang semakin tak terkendali.

Mengenai ketentuan dalam Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan
pernikahan dengan pasangan zina, penghulu KUA Kecamatan Dau dan
KUA Kecamatan Kepanjen memberikan tanggapannya sebagai berikut,

Menurut Bapak Ahmad Imam Muttaqqin, 44 tahun, mengatakan

bahwa :

“Dalam Pasal 32 KUH Perdata yang berbunyi “seseorang yang

dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina,

sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya

itu” berarti tidak boleh, berarti orang yang hamil pasti berzina.

Namun di Bab VIII Pasal 53 ayat (1) KHI seorang wanita dapat

dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.>

Pernyataan dari informan di atas dapat diketahui bahwa Pasal 32
KUH Perdata memang melarang pernikahan dengan pasangan zina, namun
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seorang wanita yang hamil di luar
nikah dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dalam
melaksanakan pernikahan. Maka informan disini membolehkan adanya

pernikahan wanita hamil atas dasar KHI.

Sedangkan menurut Bapak Mohammad Shodig, 53 tahun
mengatakan bahwa :

“Dalam Pasal 32 KUH Perdata ini melarang adanya pernikahan
dengan pasangan zina. Namun, dalam pasal 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Nagara Nomor PER/M.PAN/6/2005
Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya dalam
BAB Il adanya tugas pokok KUA dalam pencatatan dan
pelaksanaan nikah atau rujukp, termasuk dalam hal ini wanitanya

52Ahmad Imam Muttagin, wawancara (Dau, 17 Desember 2019)
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hamil di luar nikah. Selain itu, dalam KHI Pasal 53 juga
diperbolehkan %3

Dalam hal ini informan mengesampingkan KUH Perdata yang
melarang pernikahan pasangan zina dan menggunan PER/M.PAN/6/2005
serta KHI Pasal 53 sebagai acuan atas kebolehan melaksanakan pernikahan
bagi wanita hamil di luar nikah.

Dari hasil wawancara para informan di atas dapat diketahui bahwa
mereka mengungkapkan hal yang sama tentang Pasal 32 KUH Perdata.
Namun, karena aturan tugas pokok dan fungsi Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) untuk mencatatkan peristiwa penikahan yang benar terjadinya dsn
tidak boleh menolak permohonan pernikahan. Hal ini berdasarkan KHI
Pasal 53.

Dalam konteks hukum menikahi wanita hamil akibat zina dalam
Pasal 32 KUH Perdata tidak diperkenankan menikahi pasangan zina
tersebut. Namun, hal ini tidak diterapkan di KUA Dau dan Kepanjen karena
keduanya menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar
yang digunakan untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini sesuai dalam Bab
VIII tentang kawin hamil Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi “Seorang wanita
hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.

Namun sesungguhnya penggunaan kata “dapat” dalam rumusan
pasal tersebut memiliki empat penafsiran, yaitu : (a) harus dikawinkan

dengan pria yang menghamilinya, atau (b) boleh tidak dikawinkan dengan

%3Mohammad Shodig, wawancara (Kepanjen, 14 Januari 2020)
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pria yang menghamilinya, atau (c) boleh dikawinkan dengan pria yang tidak
menghamilinya, atau (d) boleh tidak dikawinkan dengan pria manapun

sampai melahirkan®.

Beberapa penafsiran tersebut adalah sebagai konsekuensi dari
penggunaan kata “dapat” dalam pasal 53 ayat (1) yang berarti bukan
merupakan suatu keharusan,® melainkan mengandung pilihan dan juga
solusi sesuai dengan kasus yang terjadi seperti empat penafsiran di atas.
Dampak dari penafsiran pertama yang mengatakan “harus dikawinkan
dengan pria yang menghamilinya” adalah bahwa wanita yang telah hamil di
luar nikah harus dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya dan tidak

ada pilihan lain selain itu.

Penafsiran ini dapat digunakan dalam kasus seorang wanita yang
“terlanjur hamil” karena perbuatan zina dengan kekasihnya. Pada satu sisi,
penafsiran ini memberikan solusi bagi wanita yang terlanjur hamil
kemudian ia ingin dinikahkan, maka ia harus dinikahkan dengan pria yang
menghamilinya. Namun pada sisi lain, dampak negatif dari penafsiran ini
adalah bahwa mereka yang merasa hubungan cintanya tidak direstui oleh
orang tua (dari kedua belah pihak) terlepas mereka mengetahui adanya
penafsiran ini ataupun tidak, maka mereka dengan sengaja melakukan

perzinaan sampai hamil dan kemudian melaporkan kepada orang tua mereka

54Syaiful Millah,”Pernikahan Wanita yang Hamil Di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya : Telaah
Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam” Misykat, 2 (Desember, 2017), 62.

%M. Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum
Islam” (Jakarta : Logos Wacana Iimu, 1999), 57.
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dengan harapan mereka dapat dinikahkan karena sudah terlanjur hamil,
sehingga orang tua yang pada awalnya tidak merestui namun pada akhirnya

terpaksa harus merestui keduanya disatukan dalam ikatan pernikahan.

Penafsiran kalimat “dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya” yang diartikan sebagai sebuah keharusan (seperti
penafsiran pertama) dalam KHI pasal 53 tersebut, sesungguhnya memiliki

tujuan untuk menutup jalan agar tidak menimbulkan madharat lainnya.

Dalam kasus terjadinya praktik pernikahan yang disebabkan
perempuan hamil di luar nikah, KUA Dau dan KUA Kepanjen tidak
sepenuhnya menggunakan KUH Perdata, melainkan menggunakan KHI dan
aturan lain tentang pernikahan. Hal tersebut diungkapakan oleh Bapak
Imam Muttagin bahwa :

“KUA Dau sendiri tidak menggunakan KUH Perdata melainkan

menggunakan Kompilasi Hukum Islam atau KHI, UU no. 1 tahun

1974, dan Undang-Undang lainnya. Karena kami mempunyai

motto: tegakkan hukum dan tutupilah aib”.>®

Begitu juga menurut Bapak Mohammad Shodik (penghulu), mengatakan
bahwa :

“Selain KHI, Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang

perkawinan, Inpres, KMA, kami juga menggunakan Undang-
Undang terbaru yaitu UU no. 16 tahun 2019 .5

%Ahmad Imam Muttagin, wawancara (Dau, 17 Desember 2019)
5’Mohammad Shodig, wawancara (Kepanjen, 14 Januari 2020)
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Hal yang sama telah diungkapkan oleh kedua informan, bahwasanya
KHI yang digunakan sebagai dasar melaksanakan pernikahan apabila
perempuan hamil terlebih dahulu sebelum menikah.

Menindak lanjuti mengapa KUH Perdata tidak digunakan atau tidak
diterapkan dalam melaksanakan pernikahan kedua informan memberikan
pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Bapak Ahmad Imam Muttagin, kepala KUA Dau menyatakan
bahwa :

“Ketimbang rame dadi molo (daripada rame bikin masalah), toh
Jjuga udah ada payung hukumnya yang lain”.>®

Dari pernyataan informan di atas bahwa KUA Dau menggunakan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar untuk melaksanakan
pernikahan karena sudah sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang dan
tidak memberatkan bagi masyarakat. Lalu Bapak Imam Muttagin
menambahkan lagi, hal ini selaras dengan surat An-Nur ayat 3 yang

berbunyi :

T = I TP S L0 s Fi B s e P
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Artinya : “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina
perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina
perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-
laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu
diharamkan bagi orang-orang mukmin”°,

8Ahmad Imam Muttagin, wawancara (Dau, 17 Desember 2019)
%Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surat an-Nur: 3, 350.
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Dalam tafsir muyassar jilid 3 dijelaskan maksud dari ayat di atas
bahwa, laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita
pezina atau dengan wanita musyrik yang tidak mengenal keharaman
zina. Wanita pezina juga tidak boleh menikah kecuali dengan pria
pezina atau dengan pria musyrik yang tidak mengenal keharaman zina.
Allah mengharamkan pernikahan seperti ini bagi orang yang beriman.
Oleh karena itu, pernikahan dengan wanita pezina atau pria pezina

diharamkan sampai pezina itu bertaubat.

Sedangkan, Bapak Mohammad Shodig memberikan pendapatnya
mengenai hal tersebut, bahwa :

“Tetap diterapkan nak, tapi tidak bisa sepenuhnya. Karena kami

tidak pernah mendapatkan pengakuan dari mereka bahwa pernah

melakukan zina atau bahkan disini belum pernah ditemukan.

Mereka kesini hanya bilang karena kurangnya umur dalam

melaksanakan pernikahan %

Maksud jawaban dari informan tersebut bahwa perbuatan zina yang
telah dilakukan oleh calon pasangan pengantin tidak pernah
diungkapkan ketika datang ke KUA, mereka hanya membawa
dispensasi nikah karena kurangnya umur. Dari situ pihak KUA tidak
berhak bertanya mengenai keduanya telah berbuat zina sebelumnya.

Dari jawaban kedua informan tersebut Pasal 32 KUH Perdata ini

KUA Dau tidak menerapkan, sedangkan KUA Kepanjen menerapkan

apabila ada laporan telah melakukan zina. Dikarenakan semakin

%Mohammad Shodig, wawancara (Kepanjen, 14 Januari 2020)
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maraknya perbuatan zina, dan ada payung hukum yang melindungi
mereka hal ini menjadikan jalan kemudahan untuk mengatasi masalah
hamil di luar nikah. Sejalan dengan masalah tersebut penulis mencoba
menanyakan efektif tidaknya bila Pasal 32 KUH Perdata dalam
mengurangi angka nikah hamil. Kedua informan memberikan
tanggapannya sebagai berikut.

Bapak Ahmad Imam Muttagin, mengatakan bahwa :

“Menurut saya malah lebih efektif diterapkan Undang-Undang no.

16 tahun 2019 tentang batasan usia yaitu keduanya 19 tahun. Tapi

pada realitanya sekarang pasal ini belum sepenuhnya diterapkan

oleh masyarakat, bahkan mereka rela membeli umur di pengadilan

demi bisa berlangsungnya pernikahan”.®*

Sedangkan Bapak Ahmad Shodig memberikan tanggapanya
mengenai efektifitas Pasal 32 KUH Perdata yakni :

“Pasal 32 KUH Perdata itu menjamin tidak mengurangi tingkat

perzinaan ? Saya kira kurang menjamin, karena latar belakang

orang tersebut sangat berpengaruh. Darimana asalnya, sosial,

budaya dan juga terkait situasi sekarang dengan penggunaan

medsos itu berkaitan erat”.®?

Dari pernyataan kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwa
Pasal 32 KUH Perdata kurang efektif apabila diterapkan karena melihat
perkembangan masyarakat sekarang yang lebih kompleks. Namun,

dengan adanya kemudahan di dalam KHI masyarakat diharapkan

memiliki kesadaran bahwa perbuatan zina itu dilarang.

61Ahmad Imam Muttagin, wawancara (Dau, 17 Desember 2019)
2\Mohammad Shodig, wawancara (Kepanjen, 14 Januari 2020)
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Sebenarnya aturan di dalam KHI itu menguntungkan pihak wanita
karena dapat menutup aibnya. Disamping itu, juga terdapat unsur
kemaslahatan dalam kebolehan menikahinya, diantaranya dapat
membuka jalan kearah kehidupan yang lebih baik lagi bagi wanita

tersebut. Selain itu juga melindungi kejiwaan anak yang akan lahir.

C. Pasal 32 KUH Perdata dalam persepektif hukum Islam

Sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam bahwa pernikahan
adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang
laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan kehidupan
keluarga yang meliputi rasa tentram serta kasih sayang yang diridhoi oleh
Allah SWT. Dan menurut Undang-Undang tentang pernikahan no. 1 tahun
1974, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha
Esa. Sehingga dengan adanya ikatan pernikahan tersebut nafsu dapat
tersalurkan secara halal dan secara tidak langsung langsung dapat
menghindarkan perbuatan seorang dari dosa dan kemaksiatan.

Di dalam pernikahan wanita hamil karena zina banyak terjadi
perbedaan pendapat. Sebagian ulama sepakat bahwa laki-laki pezina boleh
menikahi perempuan pezina, akan tetapi mereka berbeda pendapat
mengenai hukum menikahi wanita hamil untuk laki-laki yang tidak
menghamilinya. Hal itu terjadi dikalangan ulama disebabkan oleh

perbedaan mereka dalam memahami ‘“larangan menikahi pezina”.
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Adapun perbedaan pendapat dalam ketentuan-ketentuan hukum

yang terjadi di kalangan para imam mazhab yaitu sebagai berikut :

1. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Mereka mengatakan wanita hamil akibat zina boleh
melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya
atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Menurut Imam
Hanafi : "wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya bahkan
boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks
hingga dia melahirkan kandungannya™®:. Menurutnya, meskipun
pernikahan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki
yang bukan menghamilinya, namun tidak boleh disetubuhi
sampai bayi yang dikandungnya lahir dan tidak boleh melakukan
hubungan seksual.

Sedangkan, menurut Imam Syafi'i "hubungan seks karena
zina itu tidak ada iddahnya, wanita hamil karena zina itu boleh di
dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam
keadaan hamil"%. Menurutnya, pernikahan wanita hamil itu dapat
dilaksanakan dan boleh melakukan hubungan seksual tanpa
menunggu kandungannya lahir. Hal itu dikarenakan kehamilannya

tidak mempengaruhi dalam pernikahannya.

83Abdurrahman Aal Jusry, Al Figh ‘Ala Mazahibul Arba’ah (Beirut: Darul Haya’ At Turb Al

Araby, 1996), 521.

4 Abdurrahman Aal Jusry, Al Figh ‘Ala Mazahibul Arba’ah, 543.
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3. Imam Malik dan Imam Ahmad bin hambal
Imam Malik berpendapat bahwa hukum menikahi wanita
hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah
laki-laki ~yang  menghamilinya  ataupun  yang  bukan
menghamilinya®®. Sehingga wanita hamil di luar nikah harus
menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu

baru kemudian dia bisa melangsungkan akad pernikahan.

Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Imam Ahmad bin
Hambal, beliaupun berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita
yang diketahui telah berbuat zina,baik laki-laki yang menzinainya
maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Perempuan pezina,
baik ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang

megetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat®:

a. Telah habis masa iddahnya. Namun jika ia hamil, maka
iddanya habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum
boleh mengawininya sebelum habis masa iddanya itu.

b. Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiatnya, dan jika ia

belum bertaubat, maka tidak boleh mengawininya.

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan
melangsungkan pernikahan tidak boleh antara laki-laki dan

perempuan hamil karena zina sampai perempuannya melahirkan

85\Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu 7, 145.
86Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45.
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kandungannya. Mereka berpendapat sama halnya dengan yang
dinilai dalam bentuk zina, maka dia harus mensucikan diri dalam
waktu yang sama dengan melakukan iddah.
3. Imam abu Yusuf dan Za'far
Keduanya berpendapat bahwa tidak boleh menikahi wanita
hamil karena zina dan tidak boleh melakukan hubungan seksual
dengannya. Karena wanita tersebut dari hubungan yang tidak sah
dengan laki-laki lain maka haram menikahinya sebagaimana
haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan
hamil mencegah bersetubuh, maka mencegah akad nikah
sebagaimana hamil yang ada nasabnya. oleh karena tujuan nikah
itu menghalalkan hubungan kelamin dan apabila tidak boleh
dilakukan hubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya®’.
Mengenai Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan
pasangan zina adanya perbedaan menurut hukum Islam. Hal ini
diungkapkan oleh Bapak Imam Muttagin bahwa :
“Dalam Pasal 32 KUH Perdata memang melarang tapi hal itu tidak
sejalan dengan pasal 53 KHI ayat (1) yang berbunyi “Seorang
wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya” saya kira pasal ini juga didasarkan pada surat An-
Nur ayat 3.8

Menurut informan di atas Pasal 32 KUH Perdata tidak sejalan dengan

ketentuan yang digunakan KUA yaitu KHI, Undang-Undang No. 1 tahun

’Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta:
PT. Pustaka Firdaus, 1996), 45.
%Ahmad Imam Muttagin, wawancara (Dau, 17 Desember 2019)



65

1974 dan aturan lain mengenai pernikahan. Selain itu, Sebagian pendapat

ulama juga tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang

berbunyi :

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan

pria yang menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat

dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,

tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung

lahir.5°

Setelah menganalisa pendapat para ulama mazhab di atas, peneliti

memberikan ulasan mengenai pendapat Imam Madzhab dengan tabel

sebagai berikut :

Tabel 4.1

Perbedaan pendapat Imam Madzhab

Imam yang

No. Hukum Syarat
berpendapat
1. - Harus dengan
laki-laki yang
menghamili dan
Membolehkan Imam Hanafi tidak boleh
dikumpuli sebelum
melahirkan
- Boleh  nikah

dengan orang lain

%9Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam
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asal sudah
melahirkan

- Boleh nikah asal
sudah melewati
batas suci dan haid,
dan ketika sudah
menikah tidak boleh
dikumpuli  kecuali
melewati masa
istibro”  (mMenunggu
kosongnya rahim).

Imam Syafi’i

- Wanita zina tidak
mempunyai iddah

- Boleh melakukan
hubungan  seksual

ketika sudah
menikah tanpa
menunggu

kandungannya lahir.

Tidak

membolehkan

Imam Malik

- Laki-laki  yang
menghamilinya
harus taubat terlebih
dahulu

- Harus menunggu
bayi yang
dikandungnya lahir
baru bisa
melaksanakan akad
pernikahan.

Imam Ahmad bin

Hambal

- Telah habis masa
iddahnya. Jika hamil
harus menunggu
kelahiran
kandungannya

- Harus bertaubat
wanita  itu  dari
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perbuatan
maksiatnya.

Menurut pendapat dari Imam Madzhab pernikahan wanita hamil
akibat zina boleh dilaksanakan dengan syarat harus terpenuhi. Hal ini juga
sebagai landasan untuk melaksanakan pernikahan yang dikemukakan oleh
Imam Syafi’i dan Imam Hanafi yang mengatakan sah akad nikah yang
dilakukan oleh seorang wanita hamil di luar nikah karena zina baik laki-
laki yang menghamilinya atau bukan. Karena tidak terdapat larangan
nyata dari al-Qur’an maupun dari Hadits mengenai hal itu. Namun,
ketentuan hukum tersebut sama sekali tidak berani melegalisir perbuatan
zina yang telah diperbuat oleh orang yang bersangkutan yang dihalalkan
atau diperbolehkan, karena hukum menyatakan bahwa perbuatan dan
segala akibat dari perzinaan itu tetap dipandang tidak sah menurut
hukum.

Jika penafsiran terhadap Pasal 53 KHI ini dapat diterima oleh
masyarakat muslim, maka tidak ada perbedaan antara figih mazhab dan
KHI dalam perkara pernikahan wanita yang hamil di luar nikah. Namun,
memang harus diakui bahwa penafsiran “keharusan untuk menikahi”
wanita yang dihamilinya yang ternyata lebih banyak dipahami oleh

masyarakat dan diterapkan di KUA-KUA.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan data-data yang
didapat di lapangan sekaligus analisis terhadapnya, maka peneliti dapat
memberikan kesimpulan bahwa :
1. Penghulu KUA Dau dan KUA Kepanjen berpendapat bahwa Pasal 32 KUH
Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina tidak sesuai
dengan nilai-nilai kesusilaan yang masih kuat dipegang masyarakat Indonesia.

Jika ada benturan antara nilai-nilai kesusilaan dengan hukum positif tetap

68
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dibiarkan terjadi, dikhawatirkan akan muncul persoalan baru dalam
masyarakat dan pada dasarnya dalam prakti pelaksanaan pernikahan di KUA
tersebut tidak pernah melarang atau menolak jika ada yang mendaftakan
pernikahan sekalipun pasangan tersebut telah melakukan zina sebelumnya.
Hal ini diperkuat dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 dan
pendapat Imam Madzhab yang membolehkan wanita menikah dengan
pasangan zinanya atau laki-laki yang mengahamilinya.

Namun, adanya aturan yang membolehkan pernikahan dengan
pasangan zina tidak serta merta melegalkan perbuatan zina karena zina
termasuk dalam dosa besar yang diharamkan oleh Allah.

. Pasal 32 KUH Perdata tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pendapat Imam
Madzhab dan KHI. Karena dalam Pasal 32 KUH Perdata melarang pernikahan
dengan pasangan zina, namun dalam praktiknya di KUA membolehkan
pelaksanaan nikah hamil dikarenakan mengikuti pendapat Imam Madzhab
Syafi’l dan Hanafi. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pernikahan
wanita hamil tersebut tetap dinilai sah oleh 4 Imam Madzhab, dengan syarat
telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai syarat sah pernikahan wanita
hamil yang ditentukan oleh masing-masing mazhab. Selain itu, KUA juga
menggunakan KHI sebagai landasan pelaksanaan pernikahan yang
membolehkan wanita hamil di luar nikah. Hal ini diperkuat dalam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) bahwa pernikahan wanita hamil akibat zina

sah apabila yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya.
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B. Saran
Dengan berakhirnya penulisan skripsi ini, sesuai dengan adanya
permaslahan yang diteliti maka penulis sedikit memberikan saran kepada pihak
yang terkait antara lain :

1. Kepada orang tua diharapkan membimbing dan memberikan pengawasan
kepada anak-anaknya dengan mengajarkan dan menerapkan norma-norma
agama untuk menghindari terjadinya kasus pernikahan akibat zina.

2. Kepada para pejabat lembanga Pengadilan Agama, KUA, sera para
akademisi, diharapkan perlu adanya sosialisasi tentang sex education
kepada masyarakat khususnya kaum muda mengenai dampak negatif yang
ditimbulkan akibat hubungan di luar nikah, sehingga masyarakat tidak
salah pemahaman mengenai ketentuan kebolehan nikah hamil sebagai
celah melegalkan perzinaan dengan berpayung hukum.

3. Penulis mengharapkan kepada kaum muda agar berhati-hati dalam bergaul
terhadap lawan jenis karena dorongan nafsu yang indah sesaat dan
menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan. Banyak cara dapat
dilakukan untuk mencegah hal tersebut diantaranya, saring informasi
sebaik-baiknya di media sosial, pahami dan amalkan ajaran agama dengan
mengikuti kajian-kajian keislaman, serta jangan mudah terpengaruh rhadap

paham atau aliran yang menyesatkan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran wawancara kepada informan

a.

Berapa banyak kasus zina akibat hamil di luar nikah yang terjadi di KUA sini
pak ?

Bagaimana pendapat bapak mengenai Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan
nikah dengan pasangan zina ?

Apakah ada aturan lain selain KUH Perdata yang membolehkan nikah karena
hamil di luar nikah ?

Alasan mengapa KUH Perdata ini tidak bisa diterapkan dalam pelaksanaan
nikah yang terjadi di KUA ?

Apabila Pasal 32 KUH Perdata ini relevan jika digunakan sebagai aturan untuk

mengurangi angka nikah hamil di luar nikah ?
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